HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BATAM

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomor : S- Z6&  /PK/2019
Tanggal : Q27 DU\ 2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu
Kode Daerah:3104
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* Keteranga

s x
(dihapus)

Retribusi Pelayanan Kesehatan
Hewan  tidak  termasuk
pungutan yang diatur dalam
UU Nomor 28 Tahun 2009

Objek

Pasal 468 (dihapus)

Pelayanan Kesehatan Hewan
tidak termasuk objek pungutan
daerah yang diatur dalam UU
Nomor 28 Tahun 2009,

Subjek

PésaMBG (dihapus)

Retribusi Pelayanan Kesehatan
Hewan fidak  termasuk
pungutan yang diatur dalam
UU Nomor 28 Tahun 2009

Golongan Retribusi

“PasaldeD [ (dhapus)

Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah yang ferdapat di
golongan  Retribusi  Jasa
Usaha, pada  dasarnya
merupakan pelayanan atas
pemakaian kekayaan daerah,
antara lain, penyewaan tanah
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A

R
eterangan

dan bangunan Iaboratonum
ruangan, dan  kendaraan
bermotor. Retribusi Pelayanan
Kesehatan ~ Hewan  fidak
termasuk dalam jenis pungutan
yang diatur dalam UU Nomor
28 Tahun 2009.

5. | Cara Mengukur Tingkat Pasal46& (dihapus) Retribusi Pelayanan Kesehatan
Penggunaan Jasa Hewan tidak termasuk
pungutan yang diatur dalam
UU Nomor 28 Tahun 2009
6. | Prinsip Penetapan Strukiur dan Pasal 26 - Telah sesuai dengan UU
Besarnya Tarif Retribusi Nomor 28 Tahun 2009
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Sarana dan Prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah dan
tera ulang batal di tempat pakai dipersiapkan  oleh
pemohon/pemakaifpemilik UTTP.,
(dihapus) Retribusi Pelayanan Kesehatan
Hewan tidak termasuk
pungutan yang diatur dalam
UU Nomor 28 Tahun 2009
]
[
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Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi

(dihapus)

Retribusi Pelayanan Kesehatan
Hewan tidak termasuk
pungutan yang diatur dalam
UU Nomor 28 Tahun 2009

(dihapus) Retribusi Pelayanan Kesehatan
KOTABATAM Hewan tidak ~ termasuk
oy pungutan yang diatur dalam
Bi Tidak UU Nomor 28 Tahun 2009
Langsung
Jeris-Pelayanah Bahgn Adiiristac
'Ed.s kantor, ATK,
Pakai '
2 3 &
A REEAYANAN-RASIE
Terapiuaggas
kesayangan 5.000 10-000
Ferapi-hewan
kesayangan
Slhpen ]
kesayangan 5.800 18-869
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Wilayah Pemungutan

Penentuan Pembayaran, Tempat Pasal46H (dihapus) ﬁetn’busi Pelt%/aknan Ktesehatag
. ewan ida ermasu
Pembayaran, Angsuran, dan pungutan yang diatur dalam
Penundaan Pembayaran UU Nomor 28 Tahun 2009
Pasal 64 (dihapus) Retribusi Izin Gangguan telah

dicabut melalui Permendagri
No. 19/2017 tentang
Pencabutan Permendagri No.
2712009 tentang Pedoman
Penetapan |zin Undang-

Undang Gangguan di Daerah,
[



sehingga Retribusi tersebut
bukan merupakan jenis
pungutan daerah.

10. | Sanksi:
a. Administratif
b. Pidana
11. | Penagihan
12. | Penghapusan Piutang Refribusi
yang Kedaluwarsa
13. | Tanggal Mulai Berlakunya. Pasal Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.
14. | Lain-lain
i Jakarta, 2L DU\y 2019

a.f. Direkiur Jenderal Perimbangan Kevangan,
‘Direktur Pendapatan dan Kapasitas

Py Ria Sartika Azahari ﬂ,‘



